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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. 
Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Pengaturan hukum mengenai unsur memiliki dan menguasai narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya bertujuan untuk menjerat setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum berada dalam hubungan penguasaan terhadap narkotika. Unsur ini menjadi penting karena dalam tindak pidana narkotika, perbuatan pidana tidak selalu berbentuk menjual atau mengedarkan, tetapi dapat pula berupa menyimpan, memiliki, atau menguasai narkotika untuk tujuan tertentu. Dalam perkara M. Syafi’i di Polres Langkat, unsur ini menjadi pusat pembuktian karena barang bukti sabu ditemukan dekat tersangka dan tersangka mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya bersama Dicky Als Manut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan beberapa bentuk perbuatan pidana yang berkaitan dengan narkotika, antara lain membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika. Perbedaan rumusan tersebut menunjukkan bahwa hukum narkotika tidak hanya menjerat perbuatan peredaran gelap, tetapi juga penguasaan narkotika secara fisik maupun faktual. Dalam resume perkara M. Syafi’i, penyidik mencantumkan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika karena terdapat dugaan perbuatan membeli/menerima sekaligus memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu.

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dipidana. Rumusan ini memiliki jangkauan yang luas karena tidak mensyaratkan adanya transaksi jual beli. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki hubungan faktual dengan narkotika, baik dalam bentuk kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, maupun penyediaan.

Unsur “memiliki” dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dapat dipahami sebagai adanya hubungan kepunyaan atau pengakuan bahwa narkotika tersebut berada dalam kontrol pelaku. Kepemilikan tidak selalu harus dibuktikan melalui dokumen atau bukti formal, sebab narkotika merupakan benda terlarang yang pada umumnya tidak memiliki dokumen kepemilikan sah bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, kepemilikan dapat dibuktikan melalui pengakuan, penguasaan fisik, lokasi penemuan barang bukti, dan kesesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan tersangka.

Dalam perkara M. Syafi’i, unsur memiliki tampak dari keterangan tersangka yang menyatakan bahwa sabu tersebut adalah miliknya dan Dicky Als Manut. Tersangka juga menerangkan bahwa sabu tersebut sebelumnya diterimanya dari Dicky, digenggam dengan tangan kiri, lalu diberikan kembali kepada Dicky untuk dimasukkan ke dalam kaca pirex. Keterangan ini menunjukkan adanya hubungan personal dan faktual antara tersangka dengan narkotika jenis sabu tersebut.

Unsur “menguasai” memiliki cakupan yang sedikit berbeda dari unsur memiliki. Menguasai tidak selalu berarti bahwa narkotika tersebut adalah milik pelaku, tetapi cukup apabila pelaku memiliki kemampuan faktual untuk mengendalikan, memegang, menyimpan, menggunakan, atau menentukan keberadaan narkotika. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan menguasai narkotika meskipun narkotika tersebut dibeli dengan uang orang lain atau akan digunakan bersama.

Dalam perkara M. Syafi’i, unsur menguasai terlihat dari fakta bahwa tersangka sempat menerima sabu dari Dicky dan menggenggamnya dengan tangan kiri. Pada saat itu, tersangka memiliki kontrol langsung terhadap sabu, meskipun kemudian sabu diberikan kembali kepada Dicky untuk digunakan. Penguasaan seperti ini bersifat faktual dan cukup relevan untuk dianalisis dalam perspektif Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Unsur “menyimpan” juga berkaitan erat dengan unsur memiliki dan menguasai, tetapi lebih menekankan pada perbuatan menaruh atau menempatkan narkotika dalam suatu tempat tertentu agar tetap berada dalam kontrol pelaku. Dalam perkara ini, barang bukti ditemukan di tanah dekat tersangka diamankan, bukan secara langsung di dalam saku atau badan tersangka. Oleh karena itu, pembuktian unsur menyimpan perlu dikaitkan dengan keterangan tersangka, saksi penangkap, dan keadaan saat penangkapan.

Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika mengatur perbuatan yang berkaitan dengan transaksi atau peredaran narkotika, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman.
 Dalam perkara M. Syafi’i, pasal ini dicantumkan secara primer karena terdapat keterangan bahwa sabu tersebut dibeli di Tanjung Pura bersama Dicky menggunakan uang Rp200.000.

Meskipun Pasal 114 ayat (1) dicantumkan, fokus penelitian ini adalah unsur memiliki dan menguasai dalam Pasal 112 ayat (1). Hal ini disebabkan karena unsur memiliki dan menguasai lebih tepat digunakan untuk menilai hubungan tersangka dengan barang bukti sabu yang ditemukan dekat lokasi penangkapan. Apabila pembuktian transaksi jual beli tidak cukup kuat, maka Pasal 112 ayat (1) dapat menjadi dasar untuk menilai penguasaan faktual terhadap narkotika.

Pengaturan unsur memiliki dan menguasai juga tidak dapat dilepaskan dari unsur “tanpa hak atau melawan hukum”. Unsur ini menunjukkan bahwa tidak semua hubungan dengan narkotika bersifat pidana, karena dalam keadaan tertentu narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, atau kepentingan lain yang diatur oleh undang-undang. Namun, masyarakat biasa yang tidak memiliki izin atau kewenangan tidak diperbolehkan memiliki atau menguasai narkotika Golongan I.

Dalam resume perkara, tersangka M. Syafi’i dinyatakan tidak memiliki izin yang sah dari instansi atau pihak berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkotika jenis sabu. Ketiadaan izin ini memperkuat unsur tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, penguasaan narkotika oleh tersangka tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Menurut Siswanto Sunarso, tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang memiliki karakter khusus karena menyangkut barang yang dilarang dan berdampak luas terhadap kesehatan, ketertiban, serta keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan terhadap kepemilikan dan penguasaan narkotika dibuat secara ketat agar setiap bentuk penguasaan ilegal dapat dijangkau oleh hukum pidana.

Menurut Gatot Supramono, unsur memiliki dalam tindak pidana narkotika dapat dipahami dari adanya penguasaan atau hubungan tertentu antara pelaku dengan barang narkotika. Dalam praktik pembuktian, pengakuan tersangka, lokasi penemuan barang bukti, serta keterkaitan barang bukti dengan perilaku tersangka menjadi indikator penting untuk menilai apakah unsur memiliki telah terpenuhi.

Menurut Hari Sasangka, unsur menguasai narkotika dapat terjadi meskipun narkotika tidak ditemukan melekat pada tubuh pelaku, sepanjang terdapat fakta yang menunjukkan bahwa pelaku mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau memperlakukan narkotika tersebut.
 Pendapat ini relevan dengan perkara M. Syafi’i karena barang bukti ditemukan dekat tersangka, sementara tersangka mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya bersama Dicky.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, pembuktian tidak hanya melihat benda yang ditemukan, tetapi juga hubungan antara benda tersebut dengan perbuatan dan kesalahan pelaku. Dalam perkara narkotika, hubungan antara tersangka dengan barang bukti sabu harus dibangun melalui keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti, dan keadaan saat penangkapan.

Dalam kasus M. Syafi’i, penyidik menemukan adanya hubungan antara tersangka dengan barang bukti melalui beberapa fakta. Pertama, tersangka berada di lokasi yang menurut informasi masyarakat sering digunakan untuk penyalahgunaan sabu. Kedua, tersangka berada bersama Dicky yang kemudian melarikan diri. Ketiga, ditemukan dua bungkus plastik klip bening diduga berisi sabu, bong, dan mancis dekat tersangka. Keempat, tersangka mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya bersama Dicky.

Pengaturan unsur memiliki dan menguasai dalam UU Narkotika juga menuntut adanya pembuktian bahwa barang tersebut benar merupakan narkotika. Oleh karena itu, penyidik tidak cukup hanya menyatakan bahwa benda tersebut diduga sabu, tetapi perlu memperkuatnya dengan hasil pemeriksaan laboratorium atau keterangan ahli. Dalam resume perkara, analisis kasus menyebutkan bahwa dugaan terhadap tersangka didukung oleh keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi.

Pembuktian unsur memiliki dan menguasai juga harus dibedakan dari unsur memakai atau menyalahgunakan narkotika. Seseorang yang menguasai narkotika belum tentu hanya sebagai penyalahguna, karena penguasaan dapat berkaitan dengan kepemilikan, penyimpanan, penyediaan, bahkan peredaran. Dalam perkara M. Syafi’i, terdapat keterangan bahwa sabu tersebut dibeli untuk dipergunakan bersama, tetapi pasal yang dipersangkakan tetap mencakup Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1).

Dalam konteks hukum pidana, pengakuan bahwa narkotika akan digunakan sendiri atau bersama teman tidak otomatis menghapus unsur memiliki dan menguasai. Penggunaan untuk diri sendiri dapat menjadi pertimbangan dalam arah penanganan perkara, tetapi selama seseorang terbukti tanpa hak memiliki atau menguasai narkotika Golongan I, unsur Pasal 112 ayat (1) tetap dapat dianalisis.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian dalam perkara pidana harus diarahkan untuk mencari kebenaran materiel. Artinya, penyidik harus membuktikan apa yang benar-benar terjadi, bukan hanya membangun dugaan formal.
 Dalam perkara ini, kebenaran materiel harus diarahkan pada pertanyaan apakah M. Syafi’i benar memiliki hubungan penguasaan terhadap sabu yang ditemukan di sekitar lokasi penangkapan.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam perkara narkotika, faktor masyarakat terlihat dari adanya informasi awal, faktor aparat terlihat dari tindakan penyelidikan dan penangkapan, sedangkan faktor sarana terlihat dari barang bukti dan pemeriksaan laboratorium. Semua faktor tersebut memengaruhi keberhasilan pembuktian unsur memiliki dan menguasai.

Pengaturan hukum unsur memiliki dan menguasai narkotika juga harus dibaca secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap orang yang tidak memiliki hubungan nyata dengan barang bukti. Oleh karena itu, keberadaan tersangka di dekat barang bukti harus dikaitkan dengan fakta tambahan, seperti pengakuan, kesaksian, riwayat penguasaan, atau keadaan lain yang menunjukkan adanya kontrol terhadap narkotika.

Dalam perkara M. Syafi’i, fakta tambahan tersebut terdapat dalam keterangan tersangka yang menjelaskan kronologi pembelian sabu bersama Dicky, penerimaan sabu dari Dicky, penggenggaman sabu dengan tangan kiri, penggunaan alat hisap, serta pengakuan bahwa sabu tersebut miliknya bersama Dicky. Fakta-fakta ini memperkuat konstruksi bahwa hubungan tersangka dengan sabu bukan hanya hubungan kebetulan.

Pengaturan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika juga menunjukkan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif. Artinya, tidak semua unsur harus terbukti secara kumulatif. Apabila salah satu perbuatan terbukti, misalnya menguasai narkotika secara tanpa hak, maka unsur objektif pasal tersebut pada prinsipnya dapat terpenuhi.

Namun demikian, dalam praktik penyidikan, penyidik sering mencantumkan beberapa istilah sekaligus, seperti memiliki, menyimpan, dan menguasai, untuk menggambarkan berbagai kemungkinan hubungan pelaku dengan narkotika. Hal ini terlihat dalam resume perkara M. Syafi’i yang menyebut bahwa tersangka diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu tanpa izin.

Menurut Lilik Mulyadi, pembuktian unsur pidana harus disusun secara sistematis dengan menghubungkan unsur pasal, alat bukti, dan fakta hukum. Dalam perkara narkotika, unsur memiliki dan menguasai harus dihubungkan dengan barang bukti sabu, lokasi penemuan, keterangan saksi, pengakuan tersangka, serta hasil pemeriksaan ahli agar konstruksi pembuktiannya tidak lemah.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai unsur memiliki dan menguasai narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 menempatkan setiap orang yang tanpa hak berada dalam hubungan kepemilikan atau penguasaan faktual terhadap narkotika sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara M. Syafi’i, pengaturan ini diterapkan melalui Pasal 112 ayat (1), dengan dukungan fakta bahwa tersangka mengakui sabu tersebut miliknya bersama Dicky dan barang bukti ditemukan dekat tersangka saat penangkapan.

Secara akademik, unsur memiliki lebih menekankan pada hubungan kepunyaan atau pengakuan terhadap narkotika, sedangkan unsur menguasai lebih menekankan pada kemampuan faktual untuk mengendalikan narkotika. Dalam perkara ini, keduanya dapat dianalisis secara bersamaan karena terdapat pengakuan kepemilikan bersama dan riwayat penguasaan fisik atas sabu sebelum penangkapan.

Oleh karena itu, jawaban terhadap rumusan masalah pertama adalah bahwa UU No. 35 Tahun 2009 mengatur unsur memiliki dan menguasai narkotika terutama dalam Pasal 112 ayat (1), dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Unsur tersebut dapat dibuktikan melalui penguasaan fisik, pengakuan, lokasi penemuan barang bukti, keterangan saksi, serta alat bukti lain yang menunjukkan hubungan faktual antara tersangka dan narkotika.
B. 
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dalam Perspektif Hukum Pidana
Pertanggungjawaban pidana unsur memiliki dan menguasai narkotika dalam perspektif hukum pidana harus dipahami sebagai hubungan antara perbuatan pelaku, barang bukti narkotika, kesalahan, dan sifat melawan hukum. Dalam perkara M. Syafi’i, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari ditemukannya dua bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu, tetapi juga dari keterangan bahwa tersangka pernah menerima, menggenggam, dan mengakui sabu tersebut sebagai miliknya bersama Dicky Als Manut.

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana dan kesalahan pada diri pelaku. Dalam tindak pidana narkotika, perbuatan pidana dapat berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Adapun unsur kesalahan tampak apabila pelaku mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa barang yang dikuasainya merupakan narkotika yang dilarang.

Dalam perkara M. Syafi’i, unsur perbuatan tampak dari adanya penguasaan faktual terhadap narkotika jenis sabu. Tersangka menerangkan bahwa setelah Dicky membeli sabu di Tanjung Pura, sabu tersebut diberikan kepadanya dan ia menerima serta menggenggamnya dengan tangan kiri. Fakta ini menunjukkan adanya hubungan fisik antara tersangka dengan narkotika sebelum barang tersebut ditemukan oleh petugas.

Pertanggungjawaban pidana terhadap unsur memiliki tidak harus selalu dibuktikan melalui kepemilikan formal. Dalam perkara narkotika, kepemilikan lebih sering dibuktikan melalui hubungan faktual, penguasaan, pengakuan, serta keadaan yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui keberadaan narkotika tersebut.
 Oleh karena itu, pengakuan M. Syafi’i bahwa sabu tersebut adalah miliknya bersama Dicky menjadi salah satu fakta penting dalam membangun pertanggungjawaban pidana.

Unsur menguasai memiliki cakupan yang lebih luas daripada memiliki. Seseorang dapat dikatakan menguasai narkotika apabila ia memiliki kontrol atau kemampuan untuk memperlakukan narkotika tersebut, meskipun narkotika tersebut bukan sepenuhnya miliknya.
 Dalam perkara ini, M. Syafi’i sempat menerima dan menggenggam sabu, kemudian menyerahkannya kembali kepada Dicky untuk digunakan. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penguasaan faktual meskipun bersifat sementara.

Menurut Moeljatno, kesalahan dalam hukum pidana berkaitan dengan dapat dicelanya pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks narkotika, pelaku dapat dicela apabila ia mengetahui bahwa perbuatan memiliki atau menguasai narkotika tanpa hak merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut.
 Dengan demikian, kesalahan M. Syafi’i dapat dianalisis dari kesadarannya dalam menerima, memegang, dan menggunakan sabu bersama Dicky.

Dalam BAP, tersangka menjelaskan bahwa sabu tersebut dibeli dengan uang Rp200.000 milik Dicky dan akan digunakan bersama. Keterangan tersebut memang menunjukkan bahwa tujuan awal bukan untuk diperjualbelikan, tetapi tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana atas unsur memiliki dan menguasai. Selama terdapat penguasaan narkotika secara tanpa hak, unsur Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tetap dapat diterapkan.

Dalam perspektif hukum pidana, alasan bahwa narkotika akan digunakan sendiri atau bersama teman tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan memiliki atau menguasai narkotika. Hal tersebut hanya dapat berpengaruh pada arah penilaian terhadap peran pelaku, apakah lebih dekat sebagai penyalahguna atau sebagai bagian dari peredaran. Namun, dari sisi Pasal 112 ayat (1), penguasaan narkotika tanpa izin tetap merupakan perbuatan pidana.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi dasar penting dalam pertanggungjawaban pidana narkotika. Dalam perkara M. Syafi’i, tersangka tidak memiliki izin yang sah dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu. Dengan demikian, penguasaan terhadap sabu tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, pertanggungjawaban pidana harus dilihat dari hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan celaan hukum.
 Dalam perkara M. Syafi’i, celaan hukum timbul karena tersangka menerima dan menguasai sabu secara tanpa hak, mengetahui konteks penggunaan sabu tersebut, serta berada di tempat yang menurut informasi masyarakat sering dijadikan lokasi penyalahgunaan narkotika.

Keterangan saksi AIPTU Tri Wahyudi, BRIPKA Zulkarnain, dan BRIPKA Herman memperkuat adanya peristiwa pidana karena ketiganya menerangkan bahwa barang bukti berupa dua bungkus plastik klip bening diduga berisi sabu, satu alat hisap sabu atau bong, dan dua mancis ditemukan dekat tersangka saat penangkapan. Keterangan para saksi tersebut menjadi dasar objektif untuk menghubungkan tersangka dengan barang bukti.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dibangun hanya dari posisi barang bukti yang berada dekat tersangka. Penyidik harus menghubungkan lokasi penemuan barang bukti dengan keterangan saksi, keterangan tersangka, dan keadaan saat penangkapan. Dalam perkara ini, hubungan tersebut diperkuat oleh pengakuan tersangka bahwa sabu tersebut miliknya bersama Dicky dan telah sempat berada dalam penguasaan fisiknya.

Menurut Andi Hamzah, pembuktian dalam perkara pidana harus diarahkan pada hubungan antara fakta dan alat bukti. Dalam perkara narkotika, fakta bahwa barang bukti ditemukan di dekat tersangka harus diuji dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi penangkap, pengakuan tersangka, serta hasil pemeriksaan laboratorium. Hal ini penting agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada asumsi.

Dalam perkara M. Syafi’i, alat hisap sabu atau bong dan dua mancis yang ditemukan bersama sabu memperkuat dugaan bahwa narkotika tersebut berada dalam konteks penggunaan. Barang-barang tersebut menunjukkan bahwa sabu tidak berada secara terpisah tanpa tujuan, melainkan berkaitan dengan rencana penggunaan oleh tersangka bersama Dicky. Oleh karena itu, barang bukti pendukung turut memperjelas hubungan antara tersangka dengan narkotika.

Pertanggungjawaban pidana atas unsur menguasai dapat tetap dikenakan meskipun barang bukti tidak ditemukan melekat pada tubuh tersangka. Hal ini karena penguasaan dalam hukum pidana tidak selalu berarti penguasaan fisik yang melekat secara terus-menerus. Penguasaan dapat terjadi apabila pelaku memiliki kemampuan faktual untuk mengendalikan narkotika, termasuk menerima, memegang, menyerahkan kembali, atau menggunakannya bersama pihak lain.

Menurut Hari Sasangka, penguasaan narkotika dapat dibuktikan dari adanya fakta yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui keberadaan narkotika dan memiliki kemampuan untuk memperlakukan barang tersebut.
 Dalam perkara ini, keterangan M. Syafi’i bahwa ia menerima dan menggenggam sabu sebelum diberikan kembali kepada Dicky menunjukkan adanya kemampuan faktual untuk memperlakukan narkotika.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban atas unsur memiliki dan menguasai juga berkaitan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena berada dekat dengan narkotika apabila tidak terbukti adanya pengetahuan, penguasaan, atau keterlibatan terhadap barang tersebut.
 Dalam perkara M. Syafi’i, unsur kesalahan diperkuat oleh pengakuan bahwa sabu tersebut adalah miliknya bersama Dicky.
Menurut Lilik Mulyadi, pembuktian unsur tindak pidana harus dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan unsur pasal, fakta hukum, dan alat bukti.
 Dalam perkara ini, unsur “memiliki” dan “menguasai” harus dihubungkan dengan fakta pembelian sabu bersama Dicky, penerimaan sabu oleh M. Syafi’i, pengakuan kepemilikan bersama, serta penemuan barang bukti dekat tersangka.

Dalam BAP saksi, disebutkan bahwa Dicky berhasil melarikan diri saat penangkapan. Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya melibatkan M. Syafi’i secara tunggal, tetapi terdapat pihak lain yang berperan dalam pembelian dan penggunaan sabu. Namun, pelarian Dicky tidak menghapus pertanggungjawaban pidana M. Syafi’i karena tersangka sendiri memiliki hubungan langsung dengan sabu tersebut.

Pertanggungjawaban pidana M. Syafi’i juga dapat dianalisis dari tindakan bersama dengan Dicky. Keduanya pergi ke Tanjung Pura untuk mendapatkan sabu, kemudian menuju belakang sekolah MIS untuk menggunakan sabu tersebut. Meskipun uang pembelian berasal dari Dicky, M. Syafi’i mengetahui maksud pembelian tersebut dan ikut dalam rangkaian peristiwa hingga sabu berada dalam penguasaannya.

Menurut Adami Chazawi, kesengajaan dapat dilihat dari adanya pengetahuan dan kehendak pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan. 
 Dalam perkara ini, pengetahuan M. Syafi’i terlihat dari keterlibatannya sejak awal ketika Dicky mengajaknya membeli sabu, sedangkan kehendaknya terlihat dari kesediaannya ikut pergi, menerima sabu, dan berada di lokasi penggunaan sabu.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika juga harus memperhatikan apakah pelaku memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dalam perkara M. Syafi’i, tidak ditemukan adanya alasan pembenar, seperti izin medis atau kewenangan hukum untuk menguasai narkotika. Tidak pula terdapat alasan pemaaf yang menghapus kesalahan, seperti keadaan terpaksa atau ketidakmampuan bertanggung jawab.

Dalam resume perkara, tersangka dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa tersangka memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur kemampuan bertanggung jawab sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dapat terpenuhi.

Menurut Teguh Prasetyo, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, memiliki kesalahan, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana.
 Dalam perkara M. Syafi’i, keempat aspek tersebut dapat dianalisis dari adanya penguasaan sabu, kondisi tersangka yang sehat, pengetahuan terhadap perbuatan, dan tidak adanya izin yang sah.

Dalam hukum narkotika, berat atau jumlah barang bukti dapat memengaruhi arah penerapan pasal dan penilaian perkara, tetapi unsur memiliki dan menguasai tidak selalu bergantung pada jumlah yang besar. Sepanjang barang tersebut terbukti narkotika Golongan I dan berada dalam penguasaan tanpa hak, maka unsur Pasal 112 ayat (1) dapat dianalisis. Dalam perkara ini, barang bukti berupa dua bungkus plastik klip bening diduga berisi sabu menjadi objek utama pembuktian.

Pertanggungjawaban pidana terhadap M. Syafi’i juga didukung oleh fakta bahwa ia tidak hanya mengetahui keberadaan sabu, tetapi mengakui hubungan kepemilikan bersama. Pengakuan kepemilikan bersama menunjukkan bahwa tersangka menempatkan dirinya sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap sabu tersebut. Hal ini membedakannya dari orang yang hanya berada di lokasi tanpa mengetahui atau menguasai barang bukti.

Menurut Gatot Supramono, dalam perkara narkotika, kepemilikan dan penguasaan dapat ditafsirkan dari fakta bahwa pelaku mengetahui, menerima, membawa, menyimpan, atau memperlakukan narkotika.
 Dalam perkara M. Syafi’i, unsur tersebut tampak dari kronologi penerimaan sabu dari Dicky, penggenggaman dengan tangan kiri, serta pengakuan bahwa sabu tersebut miliknya bersama Dicky.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana unsur memiliki dan menguasai narkotika dalam perkara M. Syafi’i dapat dibangun melalui adanya hubungan faktual antara tersangka dengan sabu, adanya pengakuan kepemilikan bersama, adanya penguasaan fisik sementara, dan ketiadaan izin dari pihak berwenang. Semua unsur tersebut menunjukkan bahwa tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Secara teoritis, unsur memiliki lebih menekankan pada pengakuan atau hubungan kepunyaan terhadap narkotika, sedangkan unsur menguasai menekankan pada kemampuan faktual untuk mengendalikan barang tersebut. Dalam perkara ini, kedua unsur tersebut saling berkaitan karena M. Syafi’i mengakui sabu sebagai miliknya bersama Dicky dan pernah menerima serta menggenggam sabu tersebut sebelum penangkapan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana unsur memiliki dan menguasai narkotika dalam perspektif hukum pidana dapat dikenakan apabila terdapat perbuatan penguasaan tanpa hak, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Dalam perkara M. Syafi’i, unsur tersebut tampak dari penguasaan faktual terhadap sabu, pengakuan kepemilikan bersama, dan ketiadaan izin yang sah dari pihak berwenang.

C. 
Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Narkotika Jenis Sabu Dalam Praktik Penyidikan Di Polres Langkat

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan narkotika jenis sabu dalam praktik penyidikan di Polres Langkat harus dilihat dari hubungan antara perbuatan tersangka, barang bukti yang ditemukan, serta kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Dalam perkara M. Syafi’i, penyidik tidak hanya menilai adanya barang bukti narkotika, tetapi juga menelusuri bagaimana barang tersebut diperoleh, dikuasai, dan diakui oleh tersangka sebagai miliknya bersama orang lain.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika tidak dapat dilepaskan dari asas bahwa seseorang hanya dapat dimintai tanggung jawab apabila terdapat perbuatan pidana dan kesalahan. Oleh karena itu, dalam perkara M. Syafi’i, penyidik perlu membangun konstruksi bahwa tersangka bukan hanya berada di sekitar lokasi penemuan barang bukti, melainkan memiliki hubungan nyata dengan narkotika jenis sabu tersebut.

Berdasarkan resume perkara, tindak pidana yang disangkakan kepada M. Syafi’i adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu. Perkara tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di belakang sekolah MIS, Dusun V Kalimantan, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

Peristiwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Tim Opsnal Polsek Secanggang bahwa lokasi di belakang sekolah MIS sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Informasi masyarakat tersebut kemudian menjadi dasar awal bagi petugas untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian sebelum akhirnya melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai.

Dalam praktik penyidikan, informasi masyarakat tidak serta-merta menjadi bukti yang berdiri sendiri. Informasi tersebut harus ditindaklanjuti melalui tindakan kepolisian yang terukur, seperti pengintaian, pengamatan lokasi, dan verifikasi keadaan di lapangan. Hal ini terlihat dalam perkara M. Syafi’i karena petugas terlebih dahulu bergerak menuju lokasi dan melihat adanya dua orang laki-laki yang mencurigakan.

Setelah petugas melakukan pengintaian, ditemukan dua orang laki-laki yang berada di belakang sekolah MIS. Pada saat dilakukan penangkapan, satu orang yang disebut bernama Dicky alias Manut berhasil melarikan diri, sedangkan M. Syafi’i berhasil diamankan. Fakta ini menunjukkan bahwa penyidikan bermula dari keadaan yang sangat dekat dengan dugaan tindak pidana narkotika.

Pada saat penangkapan, petugas menemukan barang bukti berupa dua bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, satu buah alat hisap sabu atau bong, serta dua buah mancis. Barang bukti tersebut ditemukan dekat dengan tersangka M. Syafi’i saat diamankan. Keberadaan barang bukti di sekitar tersangka menjadi dasar awal untuk menilai adanya unsur penguasaan.

Namun demikian, pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada posisi barang bukti yang dekat dengan tersangka. Penyidik tetap harus membuktikan adanya hubungan faktual antara tersangka dan sabu tersebut. Dalam perkara ini, hubungan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi penangkap dan pengakuan tersangka mengenai asal-usul serta kepemilikan sabu.

Keterangan saksi AIPTU Tri Wahyudi menerangkan bahwa penangkapan terhadap M. Syafi’i dilakukan bersama BRIPKA Zulkarnain dan BRIPKA Herman. Saksi juga menerangkan bahwa barang bukti berupa dua bungkus plastik klip bening diduga berisi sabu, bong, dan dua mancis ditemukan dekat tersangka pada saat diamankan. Keterangan ini menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara tersangka dan barang bukti.

Keterangan BRIPKA Zulkarnain pada pokoknya memperkuat keterangan saksi sebelumnya karena menerangkan kronologi yang sama, yaitu adanya informasi masyarakat, pengintaian di lokasi, penangkapan terhadap M. Syafi’i, satu orang lain yang melarikan diri, serta penemuan barang bukti narkotika di dekat tersangka. Kesesuaian keterangan antar saksi membuat konstruksi penyidikan menjadi lebih kuat.

Keterangan BRIPKA Herman juga memperkuat bahwa penangkapan dilakukan secara bersama-sama oleh petugas, dan barang bukti yang ditemukan berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana narkotika. Dengan adanya beberapa saksi penangkap yang menerangkan fakta serupa, pembuktian terhadap perbuatan M. Syafi’i tidak hanya bertumpu pada satu sumber keterangan.

Dalam BAP tersangka, M. Syafi’i menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh melalui temannya bernama Dicky alias Manut. Dicky datang ke rumah tersangka dengan membawa uang sebesar Rp200.000, kemudian mengajak tersangka untuk membeli sabu di Tanjung Pura. Keterangan ini memperlihatkan adanya rangkaian perbuatan sebelum penangkapan yang menghubungkan tersangka dengan sabu.

Setelah tiba di Tanjung Pura, Dicky menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal, sedangkan M. Syafi’i menunggu di sepeda motor. Setelah itu, Dicky kembali dan menunjukkan satu bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu kepada M. Syafi’i. Sabu tersebut kemudian diberikan kepada M. Syafi’i dan diterima olehnya.

Keterangan bahwa M. Syafi’i menerima sabu dan menggenggamnya dengan tangan kiri menjadi fakta penting dalam membuktikan unsur menguasai. Penguasaan dalam perkara narkotika tidak harus selalu berlangsung lama, karena sepanjang pelaku pernah memegang, mengendalikan, atau memiliki kontrol faktual terhadap barang, maka unsur menguasai dapat dianalisis secara hukum.

Setelah menerima sabu tersebut, M. Syafi’i bersama Dicky menuju ke belakang sekolah MIS yang tidak jauh dari rumah tersangka. Di lokasi tersebut, Dicky mengeluarkan alat hisap sabu atau bong dari bagasi sepeda motor. Keberadaan bong dan mancis memperlihatkan bahwa sabu tersebut berada dalam konteks akan digunakan bersama, bukan sekadar berada di lokasi tanpa keterkaitan.

Dalam keterangannya, M. Syafi’i menyebutkan bahwa sabu yang sebelumnya ia pegang kemudian diberikan kembali kepada Dicky. Dicky lalu mengambil sabu tersebut, menyekopnya, dan memasukkannya ke dalam kaca pirex. Tidak lama setelah itu, petugas datang dan mengamankan M. Syafi’i, sedangkan Dicky berhasil melarikan diri.

Fakta bahwa Dicky berhasil melarikan diri menjadi kendala dalam memperjelas pembagian peran secara lebih lengkap. Namun, hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana M. Syafi’i apabila terbukti bahwa ia memiliki hubungan langsung dengan sabu, baik melalui penerimaan, penguasaan sementara, maupun pengakuan kepemilikan bersama.

Dalam perkara ini, M. Syafi’i mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya bersama Dicky alias Manut. Pengakuan ini menjadi penting karena menunjukkan adanya hubungan kepunyaan atau setidaknya hubungan kepentingan bersama terhadap narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur memiliki tidak hanya dilihat dari siapa yang membeli dengan uang, tetapi juga dari siapa yang mengakui dan menggunakan barang tersebut.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum juga tampak dari keterangan bahwa M. Syafi’i tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Ketiadaan izin tersebut menjadi unsur subjektif yang memperkuat pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika.

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam perkara M. Syafi’i, unsur tersebut dianalisis melalui fakta bahwa tersangka mengakui kepemilikan bersama dan pernah menguasai sabu sebelum penangkapan.

Selain Pasal 112 ayat (1), penyidik juga mencantumkan Pasal 114 ayat (1) secara primair karena terdapat rangkaian perbuatan membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Pencantuman pasal secara primair dan subsider menunjukkan bahwa penyidik berusaha mengakomodasi kemungkinan pembuktian yang berkembang dalam perkara tersebut.

Jika unsur transaksi atau perantara dalam jual beli belum cukup kuat dibuktikan, maka Pasal 112 ayat (1) tetap dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tanpa hak. Hal ini penting karena pengakuan tersangka lebih kuat menunjukkan adanya penguasaan dan kepemilikan bersama untuk digunakan.

Barang bukti berupa dua bungkus plastik klip bening, bong, dan dua mancis memiliki fungsi penting dalam pembuktian. Barang bukti tersebut tidak hanya menunjukkan adanya objek tindak pidana, tetapi juga menunjukkan situasi penggunaan narkotika yang berkaitan dengan perbuatan tersangka dan Dicky. Oleh karena itu, penyitaan barang bukti menjadi bagian penting dalam penerapan pertanggungjawaban pidana.

Penyitaan dalam perkara ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp-Sita/189/VI/RES.4.2/2025/Nkb tanggal 20 Juni 2025. Tindakan penyitaan diperlukan agar barang bukti dapat diamankan, diuji, dan digunakan dalam proses pembuktian. Tanpa penyitaan yang sah, hubungan antara barang bukti dan tersangka dapat dipersoalkan pada tahap berikutnya.

Selain penyitaan, tindakan penangkapan dan penahanan juga menjadi bagian dari proses penyidikan. Dalam resume perkara disebutkan adanya Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/237/VI/RES.4.2/2025/Nkb tanggal 20 Juni 2025 dan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/173/VI/RES.4.2/2025/Narkoba tanggal 26 Juni 2025. Administrasi ini menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan melalui prosedur hukum acara pidana.

Keterangan tersangka bahwa ia tidak dipaksa atau diintimidasi dalam memberikan keterangan juga penting untuk menilai validitas pengakuannya. Pengakuan yang diberikan secara bebas dan tanpa tekanan dapat digunakan sebagai bagian dari alat bukti, sepanjang tetap didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi dan barang bukti.

Pertanggungjawaban pidana terhadap M. Syafi’i juga harus dilihat dari kemampuan bertanggung jawab. Dalam BAP, tersangka menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada indikasi awal mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab berarti pelaku dapat memahami perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya. Dalam perkara ini, M. Syafi’i menjelaskan secara runtut kronologi perolehan sabu, perjalanan ke Tanjung Pura, penerimaan sabu, hingga penangkapan. Keterangan yang runtut tersebut memperkuat bahwa tersangka memahami peristiwa yang dialaminya.

Unsur kesalahan juga tampak dari adanya kesadaran tersangka ketika menerima sabu dari Dicky dan membawanya ke belakang sekolah MIS. Meskipun uang pembelian berasal dari Dicky, M. Syafi’i tetap menerima, memegang, dan kemudian mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya bersama Dicky. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya sikap batin yang mendukung pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktik penyidikan, hubungan antara kesalahan dan barang bukti harus dibangun secara hati-hati. Penyidik tidak cukup hanya menyatakan bahwa barang bukti ditemukan dekat tersangka, tetapi harus mengaitkannya dengan pengakuan, keterangan saksi, kronologi perolehan barang, serta keberadaan alat pendukung penggunaan sabu. Hal ini telah tampak dalam resume perkara M. Syafi’i.

Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini juga menunjukkan pentingnya pembuktian secara berlapis. Informasi masyarakat menjadi pintu masuk penyidikan, pengintaian memperkuat dugaan, penangkapan menemukan tersangka, penyitaan mengamankan barang bukti, dan pemeriksaan saksi serta tersangka membangun hubungan antara pelaku dan barang bukti.

Keterangan bahwa sabu tersebut akan digunakan dan bukan untuk diperjualbelikan tidak secara otomatis menghapus tindak pidana. Dalam Undang-Undang Narkotika, kepemilikan dan penguasaan narkotika Golongan I tanpa hak tetap merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Oleh karena itu, alasan penggunaan pribadi hanya dapat memengaruhi arah analisis, tetapi tidak meniadakan unsur penguasaan tanpa hak.

Dalam konteks perkara M. Syafi’i, pertanggungjawaban pidana lebih tepat dibangun melalui Pasal 112 ayat (1) apabila pembuktian yang paling kuat adalah kepemilikan dan penguasaan narkotika. Namun demikian, penyidik tetap dapat mencantumkan Pasal 114 ayat (1) apabila ditemukan indikasi perbuatan membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Penyidik dalam resume perkara menyimpulkan bahwa M. Syafi’i diduga melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu. Kesimpulan ini didasarkan pada keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti, dan analisis yuridis terhadap Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan narkotika jenis sabu dalam praktik penyidikan di Polres Langkat dilakukan dengan menghubungkan fakta penangkapan, barang bukti, keterangan saksi, pengakuan tersangka, ketiadaan izin, serta unsur pasal yang disangkakan. Dalam perkara M. Syafi’i, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan karena terdapat hubungan faktual dan yuridis antara tersangka dengan sabu yang ditemukan serta tidak ditemukan alasan yang menghapus kesalahan tersangka.
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� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tri Wahyudi, keterangan bahwa sabu bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk dipergunakan bersama Dicky Als Manut.


� Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


� M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 286.


� Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8.


� Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 52.


� Keterangan tersangka M. Syafi’i mengenai kronologi pembelian, penerimaan, dan pengakuan kepemilikan sabu bersama Dicky Als Manut.


� Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


� Resume perkara M. Syafi’i, analisa yuridis unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


� Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 188.


� Resume perkara M. Syafi’i, kesimpulan perkara Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.


� Wawancara dengan Penyidik Satres Narkoba Polres Langkat, pada tanggal 4 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Resume perkara M. Syafi’i, Laporan Polisi Nomor: LP/A/181/VI/2025/SPKT.Sat Res Narkoba/Polres Langkat/Polda Sumatera Utara, tanggal 20 Juni 2025.


� Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 59.


� Keterangan tersangka M. Syafi’i mengenai penerimaan sabu dari Dicky Als Manut dalam Resume perkara M. Syafi’i.


� Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2019), hlm. 92.


� Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 168.


� Moeljatno, Op. Cit., hlm. 60.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tri Wahyudi, keterangan bahwa sabu dibeli Rp200.000 dan dipergunakan bersama Dicky Als Manut.


� Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


� Resume perkara M. Syafi’i, keterangan bahwa tersangka tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu.


� Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 203.


� Keterangan saksi AIPTU Tri Wahyudi, BRIPKA Zulkarnain, dan BRIPKA Herman mengenai barang bukti sabu, bong, dan mancis.


� Wawancara dengan Penyidik Satres Narkoba Polres Langkat, pada tanggal 4 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 120.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tri Wahyudi, keterangan mengenai barang bukti bong dan dua mancis selain sabu.


� Wawancara dengan Penyidik Pembantu Satres Narkoba Polres Langkat, pada tanggal 4 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Hari Sasangka, Op. Cit., hlm. 169.


� Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 52.


� Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 188.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tri Wahyudi, keterangan bahwa Dicky Als Manut berhasil melarikan diri saat penangkapan.


� Keterangan tersangka M. Syafi’i mengenai perjalanan bersama Dicky ke Tanjung Pura untuk mendapatkan sabu.


� Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 74.


� Wawancara dengan Penyidik Satres Narkoba Polres Langkat mengenai alasan pembenar dan pemaaf dalam perkara narkotika, pada tanggal 4 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Resume perkara M. Syafi’i, keterangan bahwa tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.


� Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 59.


� Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


� Wawancara dengan Penyidik Pembantu Satres Narkoba Polres Langkat mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana Pasal 112 ayat (1), pada tanggal 4 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 93.


� Wawancara dengan Penyidik Pembantu Satres Narkoba Polres Langkat mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana Pasal 112 ayat (1), pada tanggal 4 Mei 2026 di Polres Langkat.


� awancara dengan Penyidik Satres Narkoba Polres Langkat mengenai perbedaan unsur memiliki dan menguasai narkotika, pada tanggal 4 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Wawancara dengan Penyidik Pembantu Satres Narkoba Polres Langkat mengenai kesimpulan pertanggungjawaban pidana unsur memiliki dan menguasai, pada tanggal 4 Mei 2026 di Polres Langkat.


� Resume Perkara M. Syafi’i, Polres Langkat, Laporan Polisi Nomor LP/A/181/VI/2025/SPKT.Sat Res Narkoba/Polres Langkat/Polda Sumatera Utara, tanggal 20 Juni 2025.


� Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta, 2018, hlm. 89.


� Resume Perkara M. Syafi’i, bagian Perkara, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi AIPTU Tri Wahyudi, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika: Jakarta, 2012, hlm. 109.


� Resume Perkara M. Syafi’i, bagian keterangan saksi, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi BRIPKA Zulkarnain, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga: Jakarta, 2012, hlm. 13.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi AIPTU Tri Wahyudi, jawaban tentang barang bukti, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi BRIPKA Zulkarnain, jawaban tentang kronologi penangkapan, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Saksi BRIPKA Herman, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka M. Syafi’i, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka M. Syafi’i, bagian kronologi pembelian sabu di Tanjung Pura, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka M. Syafi’i, bagian keterangan alat hisap sabu atau bong, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka M. Syafi’i, bagian keterangan penyerahan sabu kepada Dicky Als Manut, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2016, hlm. 67.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka M. Syafi’i, bagian pengakuan sabu milik bersama Dicky Als Manut, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


� Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


� Pasal 114 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


� Resume Perkara M. Syafi’i, bagian Analisa Yuridis Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1), Polres Langkat, tanggal 28 Juni 2025.


� Resume Perkara M. Syafi’i, bagian barang bukti, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp-Sita/189/VI/RES.4.2/2025/Nkb, tanggal 20 Juni 2025.


� Resume Perkara M. Syafi’i, bagian penangkapan dan penahanan, Polres Langkat, tanggal 28 Juni 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka M. Syafi’i, bagian keterangan tanpa paksaan atau intimidasi, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka M. Syafi’i, bagian keadaan sehat jasmani dan rohani, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru: Jakarta, 2017, hlm. 56.


� Berita Acara Pemeriksaan Tersangka M. Syafi’i, bagian kronologi penerimaan dan penguasaan sabu, Polres Langkat, tanggal 20 Juni 2025.


� Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016, hlm. 214.


� Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 98.


� Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


� Resume Perkara M. Syafi’i, bagian Analisa Yuridis, Polres Langkat, tanggal 28 Juni 2025.


� Resume Perkara M. Syafi’i, bagian Kesimpulan, Polres Langkat, tanggal 28 Juni 2025.


� Resume Perkara M. Syafi’i, bagian fakta-fakta, keterangan saksi, keterangan tersangka, dan analisa yuridis, Polres Langkat, tanggal 28 Juni 2025.
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